
 

 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

       NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P.48/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK-SETJEN/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang 

Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, telah ditetapkan dalam Lampiran I 

mengenai pelimpahan wewenang Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Biro/Kepala Pusat, 

Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat 

Jenderal/Sekretaris Badan/Direktur, Pejabat Lain dalam 

Jabatan Struktural yang Ditunjuk Pengguna Barang dan 

Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Perangkat Daerah 

yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas 

Pembantuan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sebagai Kuasa Pengguna Barang; 
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b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan 

Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah 

Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri 

Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan 

Menteri Keuangan maka Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dalam Lampiran I, perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK-

SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

 

 

 

http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/6TAHUN2006PP.htm
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1977), sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.48/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 466); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang  Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.48/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK-SETJEN/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik 

Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 466), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Lampiran I mengenai 

Pelimpahan Wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan kepada Kepala Biro/ Kepala Pusat, Sekretaris 

Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ 

Sekretaris Badan/ Direktur, Pejabat Lain dalam Jabatan 

Struktural yang Ditunjuk Pengguna Barang dan Kepala 

Unit Pelaksana Teknis serta Perangkat Daerah yang 

Mendapatkan Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas 

Pembantuan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sebagai Kuasa Pengguna Barang, 

dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga pasal 45 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 45 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. permohonan Penghapusan BMN yang telah 

mendapat rekomendasi Pejabat Eselon I, proses 

selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini;  

b. permohonan Penghapusan BMN yang telah diajukan 

oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh 

persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya 

mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; 
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c. pelaksanaan atas usulan persetujuan/rekomendasi 

penghapusan Barang Milik Negara kepada Eselon I 

terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri 

ini masih berpedoman pada Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.48/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara 

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

d. pelaksanaan atas usulan penghapusan Barang Milik 

Negara kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Kementerian Keuangan sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini masih berpedoman pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.48/MENLHK-SETJEN/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan 

Barang Milik Negara Lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

e. usulan penghapusan Barang Milik Negara 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d 

berdasarkan nilai perolehan, kecuali untuk kondisi 

berikut ini : 

1. apabila BMN diperoleh dengan tanpa diketahui 

nilainya, maka nilai yang digunakan adalah 

sebesar nilai wajar pada saat BMN tersebut 

diperoleh; 

2. apabila terhadap BMN telah dilaksanakan 

penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara 

nasional, maka nilai yang digunakan adalah 

nilai berdasarkan hasil penilaian kembali; 
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3. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan 

awal suatu BMN yang memperpanjang masa 

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi 

manfaat ekonomi di masa yang akan datang 

dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau 

peningkatan standar kinerja maka nilai yang 

digunakan  adalah : 

a) nilai perolehan ditambah kapitalisasi biaya; 

b) nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh 

ditambah kapitalisasi biaya bila BMN 

diperoleh dengan tanpa nilai; atau 

c) nilai hasil penilaian kembali ditambah 

kapitalisasi biaya bila terhadap BMN telah 

dilaksanakan penilaian kembali berdasarkan 

ketentuan. 

f. pengaturan lebih lanjut mengenai pelimpahan 

sebagian wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan kepada Kepala Biro/Kepala Pusat, 

Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris 

Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Direktur, 

Pejabat Lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk 

Pengguna Barang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 

serta Perangkat Daerah yang mendapatkan Dana 

Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagai Kuasa Pengguna Barang, diatur lebih lanjut 

dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  9 Januari 2017 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
   ttd. 

 

      SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  24 Januari 2017 

 
DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

            ttd.   

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2017  NOMOR  161 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

       ttd. 

 

KRISNA RYA 


